
 
 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 
NOMOR 33  TAHUN 2006  

 
TENTANG  

 
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH 

 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  SAMARINDA, 
 
 

Memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun     
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 
Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun        
2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 152 
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang 
Dipisahkan. 

a. bahwa barang Daerah sebagai salah satu unsur penting  dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka barang 
Daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara 
optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah; 

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 121 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diperlukan 
adanya Peraturan di Daerah; 

c. bahwa sehubungan dengan perkembangan manajemen pengelolaan 
barang Daerah, maka diperlukan perangkat perundangan yang lebih 
mengakomodir kebutuhan pengelolaan barang Daerah di lapangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b, dan c, di atas, maka 
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. 
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Mengingat : 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan sebagai Undang

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran   
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan      
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang 
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4548); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 1967). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, 
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573); 

12. Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3952); 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4023); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan 
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman       
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4262); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana    
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman     
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 

21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat 
Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara  
Penjualan Status Rumah Negara; 

23. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan 
Penetapan Status Rumah Negeri; 
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24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2006 tentang 
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2006; 

 

 

Dengan persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    :  PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kota Samarinda; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda yaitu Walikota beserta perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

3. Walikota adalah Walikota Samarinda; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;  

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Samarinda; 

6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Samarinda yang diresmikan keanggotaannya dan 
telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Samarinda;  

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda; 

9. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Samarinda;  

10. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda;  

11. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda;  

12. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda; 

13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda; 

14. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Samarinda; 
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15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah Kota 
Samarinda yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD Kota Samarinda yang terdiri 
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Badan/Lembaga Lainnya, Kantor;  

17. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan 
kebijakan dan Pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Negara/Daerah. 

18. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik 
Negara/Daerah; 

19. Kuasa Pengguna Barang  adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh 
Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan 
sebaik-baiknya; 

20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah 
Kota Samarinda yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah;  

21. Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diangkat oleh 
Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan dari segi administrasi, keuangan dan fisik; 

22. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah Kota Samarinda baik 
yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau 
ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga 
lainnya; 

23. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah 
yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan 
harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, 
pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya; 

24. Pemegang Barang/Bendaharawan Barang Daerah adalah Pegawai di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan 
mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya;  

25. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda 
yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Daerah di luar kewenangan Bendaharawan Barang 
Daerah yang ada di setiap Unit Kerja/Satuan Kerja; 

26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan 
menata usahakan barang milik Negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok fungsi instansi 
yang bersangkutan; 

27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/daerah yang tidak dipergunakan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dalam bentuk sewa, guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan; 

28. Sewa adalah pemanfaatan barang milik nrgara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dan menerima imbalan uang tunai; 

29. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang anatar Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima 
imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola 
barang; 


